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KPKPgrlu Dalami Dugaan
Jual Beli Opini WTP

Jakarta, Padek—Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) didorong me-
manggil semua pihak yang disebut
dalam sidang terdakwa mantan Men-
teri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
(SYL). Apalagi setelah muncul dugaan
praktik “jual beli” opini wajar tanpa
pengecualian (WTP)yangmelibatkan
auditor Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Temuan itu bisa diproses hu-
kum dalam perkara terpisah.
Koordinator MAKI Boyamin
Saiman menyatakan, keterangan
saksi dalam sidang di pengadilan
tipikor berada di bawah sumpah
dan didengarlangsung oleh majelis
hakim. Karena itu, KPK wajib men-

indaklanjuti. “MAKI meminta KPK
untuk menghadirkan orang-orang
yang disebut saksi sebelumnya ter-
kait dugaan transaksi WTP" ungkap
Boyamin kepada Jawa Pos (grup
Padang Ekspres) kemarin.
Angkayangmuncul dalam sidang
juga tidak kecil. Ada dugaan per-
mintaan uang Rp 10 miliar ditambah
Rp 2 miliar atau Rp 12 miliar. “Kemu-
dian, baru dikasihkan Rp 5 miliar dan

pendengaran saksi tetap ditagihkan .

sisanya,” ujarnya. Menurut saksi, suap
itubertujuan agar Kementerian Perta-
nian kembali mendapat opini WTP.
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Dugaanjual be!inini \ﬁTP menyeret mantan
Mentan Syahrul Yasin Limpo. Disebutkan
* ada permintaan suap hingga Rp 12 miliar.
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Papua Barat pada 2023. Kasus KPK itu
menyeret Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso..
Kasus korupsi eks Bupali Bogor Ade Yasin
pada 2022. Ade Yasin memerintah anak .
buahnya menyuap pegawai BPK dengan
maksud mendapat nilai baik dalam laporan

keuangan Pemkab Bogor. - L

& Pada 2016 Kementerian Desa, -
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Kemendes PDTT).menyuap
dua auditor BPK agar mendapat opini WTP..

@ Kasus suap dua auditor BPK oleh Pemkot
Bekasi pada 2010. Tujuannya sama, agar.

~ Pemkot Bekasi mendapat opini WTP.
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Menurut Boyamin, sela-
ma ada urgensi dan masih
dibutuhkan, KPK bisa mem-
inta tambahan saksi dan
walktu pemeriksaan tambah-
an ke majelis hakim. Untuk
itu, bukan hanya auditor
yang disebut, dia menilai
KPK juga bisa mendalami
sampai ke atasan auditor itu.

“Juga atasannya, ada atasan-
nya lagi, sampai level anggo-
ta BPK yang membawahi au-
ditor,” jelasnya. Bila perlu, di-
lakukan konfrontasi antara
saksi sebelumnya dengan
au.itor yang disebut.
Terkait suap untuk
mendapat opini WTP dari
BPK, Boyamin menyebut
BPK harus melakukan ber-
sih-bersih. “Yang nakal pecat
dengan tidak hormat dan

proses hukum,” tegasnya. Hal
it penting agar BPK tidak
kembali terseret dalam kasus
dugaan korupsi.

Dalam keterangan
resmi, BPK tetap berkomit-
men menegakkan nilai-nilai
dasar. Yakni, independensi,
integritas, dan profesionalis-
me dalam setiap pelaksana-
an tugas oleh BPK. “Pelak-
sanaan tugas pemeriksaan
BPK dilakukan sesuai stan-

dar dan pedoman pemerik-
saan serta dilakukan review
mutu berjenjang (quality
control dan quality assur-
ance),” ungkap BPK dalam
keterangan tertulis.

Jika ada pelanggaran in-
tegritas, BPK menyebut hal
itu dilakukan oknum. Mere-
ka yang melanggar akan

diproses melalui sistem

penegakan kode etik.
BPK pun memastikan

akan menghormati persidan-
gan yangsedangberjalan dan
mengedepankan asas
praduga tak bersalah. “BPK
mendukung upaya pember-
antasan korupsi diIndonesia
dan tidak menoleransi tinda-
kan yang melanggar ketentu-
an peraturan perundang-un-
dangan, kode etik, standar,
dan pedoman pemeriksaan,”
tambah BPK. (syn/c18/bay/

ipg)



